
 
 

BUPATI GROBOGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR  43  TAHUN 2022 

  

TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GROBOGAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 

SALINAN 



-2- 
 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022. 

 
Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.  

2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan.  

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 

 

Pasal 2  

 

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar 

Rp.2.652.101.860.000,00 bertambah sebesar 

Rp.201.554.693.384,00 sehingga menjadi 

Rp.2.853.656.553.384,00, dengan rincian penjabaran sebagai 

berikut: 
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1. Pendapatan Daerah 

 a. semula  :Rp.2.520.351.860.000,00 

 b. bertambah :Rp.25.422.764.652,00 

  jumlah Pendapatan 

Daerah setelah perubahan 

: Rp.2.545.774.624.652,00 

 

2. Belanja Daerah  

 a. semula  :Rp.2.652.101.860.000,00 

 b. bertambah :Rp.201.554.693.384,00 

  jumlah Belanja Daerah 

setelah perubahan 

:Rp.2.853.656.553.384,00 

 

  surplus (defisit) setelah 

perubahan  

:(Rp.307.881.928.732,00) 

3. Pembiayaan Daerah  

 a. penerimaan Pembiayaan Daerah 

  a) 1) semula  :Rp.175.000.000.000,00 

  2) bertambah :Rp.176.131.928.732,00 

  jumlah penerimaan 

Pembiayaan Daerah 

setelah perubahan 

:Rp.351.131.928.732,00 

 b. pengeluaran Pembiayaan Daerah 

  1) semula  :Rp.43.250.000.000,00 

  2) bertambah/ (berkurang) :Rp.0,00                      . 

  jumlah pengeluaran 

Pembiayaan Daerah 

setelah perubahan 

:Rp.43.250.000.000,00 

  jumlah Pembiayaan neto 

setelah perubahan 

:Rp.307.881.928.732,00 

  sisa lebih Pembiayaan 

anggaran setelah 

perubahan 

:Rp.0,00 

 

Pasal 3  

 
Uraian lebih lanjut penjabaran perubahan APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

terdiri dari: 
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1. Lampiran I : Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang 

diklasifikasi menurut kelompok, jenis,  objek, 

rincian objek, pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan; 

2. Lampiran II : Penjabaran perubahan APBD menurut urusan 

pemerintahan Daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, 

objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan; 

3. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

besaran hibah; 

4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

besaran bantuan sosial; 

5. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

besaran bantuan keuangan bersifat umum 

dan bersifat khusus; 

6. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan 

besaran belanja bagi hasil; 

7. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut 

urusan pemerintahan Daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, 

belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII: Rincian dana bagi hasil sumber daya alam 

pertambangan minyak bumi dan 

pertambangan gas alam/tambahan dana bagi 

hasil minyak dan gas bumi menurut urusan 

pemerintahan Daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, 

dan rincian objek pendapatan, belanja dan 

Pembiayaan; 

9. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut 

urusan pemerintahan Daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, 

belanja dan Pembiayaan; dan 

10.  Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah 

perbatasan dalam rancangan peraturan 

Daerah tentang APBD dan rancangan 
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peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD dengan program prioritas perbatasan 

negara. 

 

Pasal 4  

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Grobogan. 

 

 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 26 September 2022   

BUPATI GROBOGAN, 

 

ttd 

 

SRI SUMARNI 

Diundangkan di Purwodadi  

pada tanggal 26 September 2022     

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN, 

 

ttd 

 

MOHAMAD SUMARSONO 

 

 

 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 43  

 

 


